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BUPATI KUANTAN SINGINGI

PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI

NOMOR 3 TAHUN 2012
TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

bahwa untuk optimalisasi pelakasanaan ketentuan Pasal 15 ayat (2),
ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun
2008 tentang Kecamatan, perlu adanya pelimpahan sebagian
wewenang Bupati kepada Camat untuk menangani sebagian urusan
otonomi daerah dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang
Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
dinyatakan pelimpahan sebagian wewenang Bupati kepada Camat
merupakan syarat substantif yang meliputi bidang perizinan dan non
perizinan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

bahwa Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor : 160/PEM/X/2003
tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan dari Bupati
kepada Camat sudah tidak sesuai dengan tuntutan penyelenggaraan
otonomi daerah penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, sehingga
perlu diganti;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, huruf b dan huruf c, perlu diatur Peraturan Bupati tentang
Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat.

Undang-Undang Nomor Noror 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan
Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna,
Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3902);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
sebagaimana telah dilakukan beberapa kali perubahan, terakhir dengan
Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);



Menetapkan

10.

11.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republiik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi,
dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4337);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembarap Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4741);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang
Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131-14-405 Tahun 2011
tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan
Bupati Kuantan Singingi Provinsi Riau;

Peraturan Daerah Nomor 34 Tahun 2001 tentang Pembentukan
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah;

Peraturan Daerah Nomor 58 tahun 2001 tentang Pembentukan
Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan.

MEMUTUSKAN

PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN
KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT.

BAB1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kuantan Singingi

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah.

3. Bupati adalah Bupati Kuantan Smgmgl '

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja
kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan
pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan
menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

6. Kewenangan Bupati adalah hak dan kewajiban Bupati untuk menentukan atau mengambil

_ kebijakan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
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BAB II

TUJUAN
Pasal 2

Tujuan pelimpahan sebagian wewenang Bupati kepada Camat adalah untuk :

o o

melaksanakan fungsi pelayanan masyarakat secara efektif dan efisien;
mendekatkan pelayanan kepada masyarakat;

mendorong tumbuhnya akuntabilitas Kinerja aparatur kecamatan; dan
memperjelas dan mempertegas posisi Kecamatan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya.

-BAB III
TUGAS DAN KEWENANGAN CAMAT

Pasal 3

Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi :
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mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
mengkoordinasikan pemeliharaan prasana dan fasilitas pelayanan umum;
mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan;

. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan
. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang

belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

Pasal 4

Selain tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Camat melaksanakan kewenangan
pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan
Pemerintahan Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pelaksanaan pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup
penyelenggaraan urusan pemerintahan pada lingkup Kecamatan.

Camat dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib
memperhatikan :

a, standar, norma dan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;

b. eksternalitas dan efisiensi penyelenggaraan pelimpahan kewenangan; dan

¢. standar pelayanan minimal.

Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 3 terutama
menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan strategis dan kebijakan operasional
Pemerintah Daerah, Camat wajib berkoordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) yang secara fungsional melaksanakan dan/atau mengelola bidang sesuai dengan
wewenangannya dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan
simplikasi.

Segala biaya program kegiatan sebagai bentuk pelaksanaan sebagian kewenangan
sebagaimana dimaksud ayat (1) dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Kuantan Singingi.



Pasal 6

Pelimpahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menjadi dasar bagi
Camat untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam penyelenggaraan pemerintahan,

pembangunan dan kemasyarakatan di wilayahnya sebagaimana tercantum dalam lampiran
Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tidak tercantum dalam lampiran
Peraturan Bupati ini, sepanjang urusan tersebut ada dan tidak bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan dapat dilaksanakan oleh Camat.

BAB VYV
PELAPORAN DAN PEMBINAAN

Pasal 8

Camat wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan, yang
disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, dengan tembusan kepada SKPD terkait
yang memilikki tanggungjawab secara teknis.

Pasal 9

(1) Pembinaan dan evaluasi pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat dilakukan
oleh Sekretaris Daerah.
(2) Mekanisme pembinaan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai
berikut :
a. Dinas dan/Badan atau Instansi terkait yang memiliki tanggungjawab secara teknis
melakukan evaluasi atas urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat
b. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud huruf a disampaikan kepada Sekretaris Daerah
setiap minggu pertama per 3 (tiga) bulan (triwulan).
c. Setiap minggu pertama per triwulan Sekretaris Daerah membahas hasil evaluasi yang
disampaikan oleh Dinas dan/Badan atau Instansi dengan para Camat.

BAB VI
PENARIKAN KEWENANGAN

Pasal 10

(1) Penarikan kembali kewenangan Bupati yang telah dilimpahkan kepada camat, sebagian
maupun seluruhnya, dilakukan apabita :
a. Kewenangan yang telah dilimpahkan ternyata tidak dilaksanakan.

- b. Bupati mengubah kebijakan terkait kewenangan yang dilimpahkan .
c. Camat mengusulkan penarikan kembali kewenangan yang potensinya tidak ada diwilayah
kerja kecamatan yang bersangkutan.

(2) Penarikan kembali kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas dilakukan
berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh tim dibawah koordinasi Sekretaris Daerah.

(3) Penarikan kembali kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas ditetapkan
dengan Keputusan atau Peraturan Bupati.



BAB VII

PENUTUPF

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor 160
Tahun 2003 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan dari Bupati kepada Camat
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Ditetapkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 26 Maret 2012

fBUPATI KUANTAN SINGINGIP

YUB AN~

H. SUKARMIS b

Diundangkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 2® Maret 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,

N

—2 k

Drs. H. MUHARMAN, M.Pd

BERITA DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2012 NOMOR 13



LAMPIRAN

: SURAT KEPUTUSAN BUPATI KUANTAAN SINGINGI

TENTANG : PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PEMERINTAHAN DARI BUPATI KEPADA CAMAT
NOMOR : 13 Tahun 2012
TANGGAL : 26 Maret 2012
NO DINAS/BADAN BIDANG KEWENANGAN RINCINAN SUB BUDANG KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN KETERANGAN
1 2 3 4 5
1 |DINAS CKTR DAN BIDANG PENATAAN RUANG pengawasan pemanfaatan ruang dan pemberian rekomendasi izin
pemamfaatan ruang dikecamatan.
Memberikan rekomendasi terhadap Penetapan penyelenggaraan dan
DINAS BMSDA pengawasan Tata Ruang ]
» BIDANG PEMUKIMAN Memberikan izin mendirikan bangunan, rumah tempat tinggal dengan
skala kecil dengan luas maksimal 120 M2 milik perorangan.
Pemberian rekomendasi IMB diluar poin 1, dengan skala besar yang
berukuran 120 M? keatas.
Pengawasan secara umum terhadap pembangunan gedung, permahan,
dan pemukiman dikecamatan
BIDANG PEKERJAAN UMUM Pengawasan serta pengendalian fungsi dan manfaat terhadap jalan
(JALAN) kabupaten/kota dan jalan desa yang berada dikecamatan.
Pengawasan terhadap penerapan perda dibidang jalan, pengairan dan
bidang prasarana dan sarana perkotaan/pedesaan.
Melaksanan pemeliharaan dan perbaikan jalan, pengairan, bendungan,
dan jembatan yang rusak danm mendesak dengan persetujuan dari dinas
atau badan terkait.
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1 2 3 4
21 |BPPMKS Pendataan potensi desa, pembinaan Lembaga Adat dan peningkatan
SOSIAL ekonomi serta pendapatan desa di masing-masing kecamatan.
Melakukan koordinasi dan integrasi pemberdaayaan perempuan dana
mengiventarisir organisasi perempuan yang ada di kecamatan.
22 |KEWENAGNAN LAIN Pembinaan aparatur Pemdes/Kelurahaan dan BPD secara umum.

Memberikan rekomendasi terhadap pengankatan, pemberhentian dan
pemilihan Kepala Desa yang diusulkan oleh BPD.

Memberikana rekomendasi terhadaap pengaangkatan, pemberhentian
dan pemilihan anggota BPD.

Menunjuk dan atau mengankat pejabat pelaksana tugas (Plt) Kepala Desa
dan mengangkat pengganti antar waktu (PAW) anggota BPD.

Memberikana rekomendasi dan pertimbangan terhadap usulan
pemekaran desa.

Memberikan rekomendasi keterangan berkelakuan baik.

Mengawasi proyek-proyek pembangunan dan memberikan persetujuani
terhadap hasil pelaksanaan proyek yang tidak sesuaai dengan ketentuan
serta menandatangani persentase hasil pekerjaan proyek.

Koordinator penyelenggaraan kegiatan proyek khususnya proyek
peningkatan ekonomi kerakyatan dan penyertaan aparatur kecamatan
dalam unsur kegiatan proyek yang dilaksanakan di kecamatan.
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38 |Rekomendasi persyaratan izin usaha industri perkebunan|Peraturan Daerah 1 hari Rp. 75,000
(IlUP-P) Kabupaten Kuantan
Singingi Nomor 9 Tahun
2009 tentang Usaha

Perkebunan
39 |Rekomendasi persyaratan Surat Tanda Daftar Industri Peraturan Daerah 1 hari Rp. 75,000
Perkebunan (STD - P) Kabupaten Kuantan

Singingi Nomor 9 Tahun
2009 tentang Usaha

Perkebunan
40 |Rekomendasi persyaratan izin Pembukaan Lahan/Land|Peraturan Daerah . 1 hari Rp. 75,000
Clearing (IPL) Kabupaten Kuantan

Singingi Nomor 9 Tahun
2009 tentang Usaha

; Perkebunan
41 |Rekomendasi persyaratan izin produksi Makanan dan|Keputusan Menteri 1 hari Rp. 100,000
Minuman Kesehatan Republik
Indonesia Nomor >

1098/Menkes/SK/vIl/
2003 tentang Persyaratan
Hygienis Sanitasi Rumah
Makan dan Restoran
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42 |Memberikan rekomendasi dalam proses pra peralihan hak
atas tanah.

Surat Keterangan Ukur tanah/Peta Tanah 1 hari Rp. 100,000
Foto Copy KTP

Foto Copy Kartu Keluarga

Surat Tanda Lunas PBB/Surat Keterangan Tidak
Kena pajak

5 [Surat Pernyataan Tidak bersengketa. (SKGR,
SKTH)

6 |Surat Pernyataan Riwayat Tanah (SKRPP)

P W N

43 {Pembuatan Surat Keterangan Tanah (SKRPP, SKGR, SKTH,
SKTW)

Surat Keterangan Ukur tanah/Peta Tanah 1 hari Rp. 250,000
Foto Copy KTP

Foto Copy Kartu Keluarga

Surat Tanda Lunas PBB/Surat Keterangan Tidak
Kena-pajak

Surat Pernyataan di atas materai 6000

Surat Pernyataan Tidak bersengketa. (SKGR,
SKTH)

- 7 |Surat Pernyataan Riwayat Tanah (SKRPP)

. 8 [Surat Pernyataan Ahli Waris (SKTW)

9 |Materai 600 sebanyak 2 lembar
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44 |Pelayanan penerbitan KK Undang-Undang  Nomor| 1 Surat Pengantar dari Kepala Desa/Lurah 1 hari Rp. 20,000
25 Tahun 2009 tentang| 2 |Surat Tanda Lunas PBB/Surat Keterangan Tidak
Pelayanan Publik {Kena pajak

45 [Pelayanan penerbitan KTP Undang-Undang  Nomor| 1 |Kartu keluarga 1 hari Rp. 20,000
25 Tahun 2009 tentang| 2 |Surat Tanda Lunas PBB/Surat Keterangan Tidak
Pelayanan Publik Kena pajak

3 [Surat Pengantar dari Kepala Desa/Lurah L




DASAR HUKUM

25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik

NO | STANDAR PATEN JENIS PELAYANAN PERSYARATAN WAKTU BIAYA
1 b 2 Fi3 & 5 2
46 [Pelayanan penerbitan surat keterangan ahli waris Undang-Undang  Nomor Disesuaikan 1 hari Rp.
25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik
47 |Pelayanan penerbitan rekomendasi untuk kependudukan Undang-Undang  Nomor Disesuaikan 1 hari Rp.
25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik
48 |Pelayanan penerbitan surat keterangan kelahiran Undang-Undang  Nomor Disesuaikan 1 hari Rp.
25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik ’
49 |Pelayanan penerbitan surat keterangan kematian Undang-Undang Nomor Disesuaikan "1 harj Rp.
i 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik
50 [Pelayanan penerbitan surat keterangan lahir mati Undang-Undang Nomor Disesuaikan 1 hari Rp.
25 Tahun 2009 «ﬂmsﬁm:m
Pelayanan Publik
51 |Pelayanan penerbitan surat keterangan perkawinan Undang-Undang Nomor Disesuaikan 1 hari Rp.




NO | STANDAR PATEN JENIS PELAYANAN DASAR HUKUM PERSYARATAN WAKTU BlAYA |

52|Pelayanan penerbitan surat keterangan berpenghasilan Undang-Undang  Nomor Disesuaikan 1 hari Rp. 50,000 |
bagi wiraswasta 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik

53 [Pelayanan penerbitan surat keterangan pindah antar Undang-Undang Nomor| 1 KTP Yang bersangkutan 1 hari Rp. 25,000
kecamatan dalam wilayah 25 Tahun 2009 tentang| 2 |Kartu Keluarga
Pelayanan Publik 3 [Surat Keterangan dari Kepala Desa
4 |Pas Foto 3x4 (2 lembar)
54 |Pelayanan penerbitan kartu keterangan bertempat tinggal Undang-Undang Nomor Disesuaikan 1 hari Rp. 20,000
25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik )
>5 [Penerbitan akta catatan sipil Undang-Undang  Nomor Disesuaikan .1 hari Rp. 350,000

25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik

56 {Melaksanakan pelayanan lainnya sesuai dengan tuntutan .
kebutuhan masyarakat, sepanjang bukan kewenangan
perangkat daerah lainnya berdasarkan perundang-
undangan
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